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LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (BIDANG : PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)
==================================================================
Tahun Sidang
: 2009 - 2010

Masa Persidangan
: I
Jenis Rapat
: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkopolhukam 

Rapat ke
:

S i f a t
: Terbuka

Hari, Tanggal
: Senin,  31 Agustus  2009

P  u  k  u  l 
: 10 .00 WIB

Pimpinan Rapat
: Drs. Theo L. Sambuaga 

Sekretaris Rapat
: Dra. Damayanti

T e m p a t
: Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II LT.I DPR RI

A  c  a  r  a
: 1.  Pembukaan oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Menko Polhukam
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir Anggota
:  ...   orang dari  49  Anggota Komisi I DPR RI

Pemerintah 
 : 1.  Menkopolhukam, Sdr. Widodo AS

2. Menteri Dalam Negeri, Sdr. Mardiyanto 

3. Menteri Pertahanan, Sdr. Prof. DR. Juwono Sudarsono
4. Menteri Hukum dan Ham, Sdr. Andi Mattalata, SH, MH
5. Jaksa Agung, Sdr. Hendarman Supanji
6. Panglima TNI, Sdr. Jenderal TNI Djoko Santoso

7. Kapolri, Sdr. Jenderal Pol. H. Bambang Hendarso D, MM
8. Kepala BIN, Sdr. Syamsir Siregar
9. Menlu diwakili oleh Dirjen Multilateral Deplu, Sdr. Rezlansyah Djani


 
Beserta jajarannya. 
I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja  Komisi I  DPR RI dengan Menkopolhukam pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI,  Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

II     
KESIMPULAN
1. Komisi I DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas terorisme berdasarkan grand desain penanggulangan terorisme, dan Komisi I DPR RI menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama, oleh karena itu dibutuhkan komitmen seluruh elemen dan potensi bangsa dalam menghadapi dan memberantas terorisme.
2. Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar meningkatkan peran masyarakat secara optimal dalam gerakan pemberantasan terorisme sesuai dengan ketentuan hukum, dan mengajak masyarakat untuk turut mencegah berkembangnya ajaran sesat yang mengembangkan radikalisme dan yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuannya, serta agar masyarakat memberikan informasi dini atas gejala terorisme yang terlihat disekitarnya .
3. Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan terorisme, Komisi I DPR RI memandang perlu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme diperbaiki dengan antara lain meningkatkan aspek Prevention dan kapasitas, termasuk kemungkinan pembentukan suatu badan yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini, Komisi I  DPR RI mendesak Pemerintah untuk menerbitkan regulasi sebagai elaborasi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang Rule of Engagement (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer Selain Perang TNI, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap POLRI. 
4. Komisi I DPR RI minta Pemerintah agar dalam upaya pemberantasan terorisme termasuk upaya penggalangan dan deradikalisasi agar fokus diarahkan kepada pengejaran pelaku, aktor intelektual, dan jaringannya, serta mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terjebak dalam pandangan dan stigmasasi bahwa terorisme terkait dengan satu agama yang dapat memperbesar sikap saling mencurigai ditengah masyarakat, dan melemahkan gerakan pemberantasn terorisme.
5. Dengan semakin meningkatnya ancaman terorisme khususnya indikasi perilaku tindakan bom bunuh diri, Komisi I DPR RI minta aparat keamanan untuk melakukan kajian secara lengkap dan menyeluruh mengenai latar belakang dan motivasi tindakan terorisme bunuh diri, serta kajian terhadap berbagai payung hukum yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme termasuk tahapan perekrutan, serta pengambilan langkah-langkah kebijakan efektif dalam rangka penanggulangan terorisme.
6. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap aliran dana dari dalam dan luar negeri yang diduga digunakan untuk tujuan mendukung dan membiayai terorisme.

III.    PENUTUP
   

        Rapat ditutup pukul  17.00  WIB.

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA
